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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil kuesioner bahwa pelaksanaan asas pelayanan 

publik yakni asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam 

pelayanan e-Court di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA yakni 

sudah terlaksana. Ditinjau dalam asas kecepatan dan kemudahan 

pada proses e-Court yakni e-Filing dari mulai pendafataran akun, e-

Payment mengenai pembayaran biaya panjar, e-Summons mengenai 

pemanggilan para pihak melalui alamat domisili elektronik, e-

Litigation mengenai proses jawab menjawab, serta cepat tanggap 

hakim dalam memverifikasi dokumen, sampai dengan penyampaian 

putusan elektronik dapat disimpulkan asas kecepatan dan 

kemudahan sudah terlaksana dalam e-Court di Pengadilan Negeri 

Sleman kecuali dalam pembuktian proses pemeriksaan alat bukti 

belum dirasakan cepat dan mudah dikarenakan dalam hal tahap 

pembuktian alat bukti para pihak harus hadir dalam persidangan. 

Ditinjau dalam asas keterjangkauan mengenai biaya panjar dengan 

menggunakana e-Court serta biaya akses transport dapat 

disimpulkan lebih terjangkau dibandingkan dengan tidak 
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menggunakan e-Court sehingga dapat dikatakan asas 

keterjangkauan sudah terlaksana dalam e-Court di Pengadilan 

Negeri Sleman Kelas IA. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas pelayanan publik 

yakni asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam 

pelayanan e-Court di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA yakni: 

a. Internal Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA 

Kendala yang berasal dari pihak pengadilan yakni jaringan 

internet yang susah atau lambat, petugas yang kurang mengerti 

e-Court, fasilitas (komputer dan wifi) yang kurang, dan petugas 

yang kurang cepat dalam melayani. Kendala yang paling banyak 

dirasakan oleh responden berdasarkan kuesioner yang telah 

dibagikan yakni jaringan internet yang susah atau lambat yang 

mana advokat yang menggunakan e-Court masih kesusahan 

dalam mendapat jaringan internet dalam mengakses e-Court.  

b. Eksternal Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA 

1) Para pihak 

Kendala yang berasal dari para pihak yakni keterlambatan 

dalam mengunggah dokumen, ukuran dokumen yang sering 

terlalu besar, salah dalam format dokumen, tidak ada e-mail 

dan dan tidak ada rekening. Kendala yang paling banyak 

dirasakan berdasarkan hasil kuesioner yakni ukuran 

dokumen yang sering telalu besar dikarenakan banyaknya isi 
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dokumen yang akan diunggah oleh para pihak dan kedala 

kedua paling banyak dirasakan adalah keterlambatan 

advokat dalam mengunggah dokumen. 

2) Bank 

Kendala yang berasal dari pihak bank yakni jaringan bank 

terkadang susah sehingga para pihak terkadang kesulitan 

dalam mengakses Virtual Account sehingga proses 

pembayaran terhambat. 

3) Mahkamah Agung 

Server dari e-Court adalah dari Mahkamah Agung sehingga 

terkadang para pihak kesulitan dalam mengakses e-Court 

untuk proses unggah dokumen karena server dari Mahkamah 

Agung yang sedang sibuk. 

3. Upaya dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan asas 

pelayanan publik yakni asas kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan dalam pelayanan e-Court di Pengadilan Negeri 

Sleman Kelas IA yakni: 

a. Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA 

Dalam akses e-Court pada dasarnya tergantung pada jaringan 

internet dari masing-masing pengguna, sebab para pengguna 

pada waktu mendaftar pertama pasti berada di luar Pengadilan 

dan ketika sidang (tahap pembuktian) tidak menggunakan e-

Court. Pengguna hanya menggunakan jaringan internet di 
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Pengadilan ketika mereka menggunakan fasilitas e-Court 

Mandiri atau mengunjungi PTSP e-Court dan didampingi 

petugas Pengadilan. Pengadilan dari awal juga menyadari bahwa 

tidak semua petugas dapat mengerti dan kurang cepat dalam 

pelayanan diakrenakan dari awal e-Court dari awal tidak ada 

pelatihan sebagaimana dalamnya, namun pelatihan secara teknis 

saja yakni diaplikasikan trial and error. Selain itu, Pengadilan 

juga sudah menyediakan fasilitas seperti komputer yang berada 

di setiap ruang sidang, PTSP e-Court dan di ruangan e-Court 

Mandiri, namun dalam hal ini kemungkinan pengunjung lewat 

dari pintu samping belakang sehingga tidak terlalu kelihatan 

sehingga Pengadilan mengupayakan untuk digeser agar dapat 

terlihat oleh pengunjung. 

b. Para Pihak 

Upaya Pengadilan dalam mengatasi kendala keterlambatan 

mengunggah dokumen yang mana Pengadilan sudah sejak awal 

mengadakan sosialisasi dan dari majelis hakim sendiri sudah 

menyepakati adanya Court Calendar (tanggal persidangan, jam 

unggah dokumen), namun dari pihak sendiri yang bisa saja 

dengan sengaja memperlambat waktu persidangan dengan 

terlambat mengunggah dokumen. Pengadilan juga 

mengupayakan untuk memberikan bantuan jika terdapat ukuran 
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dokumen yang terlalu besar dari pihak dan kesulitan-kesulitan 

jika tidak bisa mengunggah dokumen. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis memberikan 

saran kepada: 

1. Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA 

Diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan yang dapat menunjang 

kepuasan advokat atau pengguna e-Court khususnya dalam hal 

peningkatan kualitas dari jaringan internet di Pengadilan Negeri Sleman 

Kelas IA, pemilihan mitra dengan Bank yang dirasa dapat lebih banyak 

digunakan oleh pengguna e-Court sehingga jaringan dan pembayaran 

dapat lebih mudah, serta petugas diharapkan dapat mengerti dan paham 

lebih lagi mengenai e-Court dan adanya penambahan petugas sehingga 

petugas tidak perlu multitasking dan pelayanan kepada pengunjung 

dapat lebih efektif. 

2. Advokat sebagai Pengguna e-Court 

Diharapkan dapat lebih mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh e-Court, misalnya dalam ketepatan waktu mengunggah dokumen 

agar sesuai dengan kesepakatan Court Calendar, memperhatikan setiap 

fitur yang dimintakan seperti mencentang persetujuan penggunaan e-

Court di aplikasi sebab apabila tidak dicentang maka tidak dapat 

dipanggil, serta memperhatikan format dokumen dan ukuran dokumen 

yang sesuai dalam e-Court. 
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3. Mahkamah Agung 

Diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas server agar tidak terlalu 

sering terjadi permasalahan sehingga e-Court dapat diakses dengan 

mudah bagi pengguna. 
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